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MOTO 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (Q.S. 

Al-Baqarah: 286) 
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Alhamdulillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta 
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Ayahnda dan ibunda terkasih, 

 

Sebagai tanda sayang, bakti, hormat, dan sembah sujud yang tak terhingga, penulis 

persembahkan kepada ayah dan ibuku,  Nakhdi Risfani dan Wiwin Aristawati, yang 
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RINGKASAN 

 

Muhammad Reynaldy Abhista Putra. Desember 2024. PENGHINAAN TERHADAP 

PEMERINTAH ATAU LEMBAGA NEGARA DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023 

TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP). Skripsi, 

Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas lambung 

Mangkurat, 51 halaman. Pembimbing Utama : Mispansyah. 

 

Indonesia merupakan negara yang menganut konsep negara hukum. Ini dibuktikan 

dengan adanya pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara 

Indonesia adalah negara hukum”. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 

28E ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, 

dan mengeluarkan pendapat”. Dengan demikian maka negara menjamin rakyatnya 

untuk dapat bebas berekpresi tanpa ada pengaruh ataupun gangguan dari pihak lain. 

Hak ini berguna untuk mencegah kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak 

pemerintah dan penguasa.  

Pada bulan Desember 2022, pemerintah Indonesia mensahkan RUU KUHP sendiri 

menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana. Ada banyak alasan mengapa undang-undang ini disetujui, tetapi salah 

satunya adalah KUHP Belanda sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kebutuhan 

Indonesia. Oleh karena itu, RUU KUHP disahkan, tetapi banyak yang menentangnya 

karena beberapa pasalnya dianggap kontroversial, salah satunya adalah pasal 240 
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KUHP yang membahas tentang penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. 

Sebelumnya pasal ini pernah ada di KUHP yang saat ini sedang berlaku dipasal 154 

KUHP, namun kemudian pasal tersebut dinyatakan  tidak mempunyai kekuatan hukum 

tetap melalui Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusannya yaitu putusan MK No. 6/ 

PUU-V/ 2007. Pasal 154 dan 155 KUHP dianggap bertentangan dengan UUD NRI 

Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi menilai dua pasal itu adalah pasal peninggalan 

kolonialisme karena pasal ini memberikan keistimewaan berlebihan kepada 

pemerintah dan dapat menghambat kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD 

1945. 

Dalam rangka penyusunan penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode 

penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

adanya kekaburan hukum terhadap penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga 

negara dalam UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP). Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini merupakan penelitian yang 

bersifat deskriptif analitis, yang menggunakan cara pengumpulan data sesuai dengan 

kenyataan dan gejala gejala yang ada di lapangan, kemudian data tersebut dikaji , dan 

dianalisis untuk memberikan gambaran tentang masalah yang diangkat. Pendekatan 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan 

Perundang-undangan (Statue Approach) yang artinya pendekatan yang digunakan 

dilakukan dengan menelaah semua perundang undangan yang ada sangkut pautnya 

dengan isu hukum yang sedang diteliti. Jenis bahan hukum yang yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah  terdiri atas atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 
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bahan hukum tertier yang mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan 

hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (library research). Maka dari itu penulis 

mengumpulkan bahan hukum dengan cara membaca dan mempelajari peraturan 

perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis juga membaca 

buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah hukum lainnya yang berhubungan dengan isu 

hukum yang dibahas dalam penelitian ini. 

Pasal 240 KUHP yang dimunculkan kembali dalam UU No. 1 Tahun 2023 memicu 

kekhawatiran karena berpotensi membatasi kebebasan berekspresi yang dijamin oleh 

UUD 1945. Pemerintah berkehendak pasal ini dapat melindungi martabat pemerintah 

dan lembaga negara dari penghinaan yang dapat mengganggu stabilitas negara. Dalam 

perumusannya, pasal ini diupayakan lebih proporsional dengan memberikan batasan 

dan pengecualian untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Namun, keberadaan 

pasal ini memicu perdebatan karena definisi "penghinaan" yang multitafsir dinilai 

dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi disalahgunakan untuk 

membatasi kritik terhadap pemerintah. Kritik konstruktif yang seharusnya menjadi 

bagian dari kebebasan berekspresi dalam demokrasi dikhawatirkan dapat dianggap 

sebagai penghinaan, yang pada akhirnya menghidupkan kembali praktik hukum 

kolonial yang melindungi penguasa secara berlebihan. Secara substantif, penghinaan 

merujuk pada kehormatan individu, sedangkan lembaga negara adalah entitas yang 

tidak memiliki perasaan seperti manusia. Reformulasi pasal penting untuk menghindari 

kesan bahwa aturan tersebut melanjutkan tradisi kolonial yang memberikan 

perlindungan berlebihan kepada penguasa.  
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ABSTRAK 

Pasal 240 KUHP yang baru diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 menimbulkan 

perdebatan di masyarakat. Pasal ini mengatur tentang penghinaan terhadap pemerintah 

atau lembaga negara sebagai bentuk pelanggaran hukum, namun dikhawatirkan 

berpotensi membatasi kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pasal tersebut dan bagaimana 

penghinaan didefinisikan di dalamnya. Penulis menggunakan metode penelitian 

hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adanya 

kekaburan hukum terhadap penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara 

dalam UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat 

deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach). Jenis bahan 

hukum yang yang dipakai adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tertier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasal ini 

dimunculkan kembali untuk mengisi kekosongan hukum setelah pencabutan Pasal 154 
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KUHP oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, definisi penghinaan yang multitafsir dan 

penerapan yang rawan disalahgunakan dapat membatasi kebebasan berekspresi. Dapat 

dikatakan bahwa perlindungan pemerintah dan lembaga negara tetap diperlukan, 

namun harus diimbangi dengan formulasi hukum yang jelas untuk membedakan antara 

kritik dan penghinaan. Menurut penulis direkomendasikan agar pasal ini dirumuskan 

ulang dengan batasan yang lebih rinci untuk mencegah penyalahgunaan dan 

memastikan kebebasan berpendapat tetap terjamin.  

Kata Kunci (Keywords) : Pasal 240 KUHP, Penghinaan, Kebebasan Berpendapat, 

Pemerintah, Lembaga Negara  
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UCAPAN TERIMAKASIH 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatu. 

 Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan 

syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik 

dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya 

dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah 

satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan 

shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad 
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zaman. 

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa 

mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai 

pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam 

kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima 

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah 

membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga 

Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda 

sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing. 
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karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga pada lembaran 

ini, diantaranya yaitu: 

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya Penulis dapat 

berada di titik ini; 

2. Kedua orang tua Penulis, Bapak Nakhdi Risfani, S.E., M.M., dan Ibu Wiwin 

Aristawati, S.H., serta kaka penulis, Dyta Artamevia Putri Larisya, S.H., 

dan adik penulis, Annisa Tri Ananda yang telah memberikan dukungan 
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3. Mbah Putri, Mbah Kakung, dan Nenek Penulis yang selalu memberikan doa 
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membantu memberikan informasi dan bantuan selama Penulis menempuh 

pendidikan; 

10. Nithya Azzahra Vidia Hutagalung, S.K.G., selaku pasangan, sahabat, teman 

Penulis yang Penulis sayangi, yang selalu bersedia menemani, membantu, 

memberikan dukungan dan kesabaran yang tiada henti selama saya 
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